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ABSTRAK

Latar belakang permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah mediasi
sebagai bentuk penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada
kenyataannya tidak banyak yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi. Dalam
melakukan proses mediasi di pengadilan maka hal tersebut harus sesuai dengan
prosedur pelaksanaan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun
2016.

Masalah yang- dibahas dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana
efektivitas proses mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa bisnis di Peradilan
umum studi kasus Pengadilan Negeri Pekanbaru dan apa saja faktor-faktor
pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian

sengketa bisnis di pengadilan negeri pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian tesis ini
adalah jenis penelitian hukum sesiologis, dengan melakukan penelitian lapangan

secara langsung dan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas proses
mediasi sebagai- bentuk penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Negeri
pekanbaru dapat dikatakan tidak efektif, karena sengketa bisnis yang berhasil
diselesaikan melalut mediasi berkisar pada 0-30% . Adapun faktor pendukung dan
penghambat dalam proses.mediasi di Pengadilan.Negeri Pekanbaru dapat dilihat
dari kemampuan mediator, itikad baik para pihak, faktor sosial dan psikologis para

pihak, serta faktor sarana dan fasilitas.

Kata Kunci : Mediasi, Efektivitas, Sengketa Bisnis



ABSTRACT

The background of the problem in this thesis research is mediation as a
form of business dispute resolution in the Pekanbaru District Court, in fact not much
can be resolved throughithe mediation process. In conducting the mediation process
in court, it must be in-accordance. with the mediation implementation procedure as
regulated inPERMANo. 1 of 2016.

The problem discussed in writing this thesis is how effective the mediation
process is inresolving disputes in the general court, the Pekanbaru District Court
case study, and what are the supporting and inhibiting factors in the implementation
of mediation for the settlement of business disputes in the new district court.

The research method used in writing this thesis is a sociological legal
research type, by conducting direct field research and using data collection tools in
the form of interviews.

Based on the results of the study, it can be said that the effectiveness of the
mediation process as dispute resolution at the Pekanbaru District Court can be said
to be ineffective, because disputes that have been successfully resolved through
mediation are at.0-30%. The supporting and inhibiting factors in the mediation
process at the Pekanbaru District Court can be seén'from the ability of the mediator,
the good faith of the parties, the soCial ‘and ‘psychological factors of the parties, as
well as the factors of facilities and facilities.

Keywords : Mediation, Effectiveness, Business Dispute
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PENDAHULUAN

kepentingan tersebut.
Apabila terjadi sengketa perdata di antara para pihak, pilihan pertama jika
dihadapkan dengan sengketa bisnis, adalah penyelesaian melalui pengadilan. Setiap

orang ingin agar sengketa yang ada supaya diadili menurut hukum yang berlaku,

!Idik Saeful Bahri, Efisiensi Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia,
E-Journal, Februari 2020, him.2
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diawali dengan memasukkan gugatan ke pengadilan, dikenal dengan sebutan
penyelesaian dengan jalur litigasi.

Penyelesaian sengketa bisnis melalui litigasi dipandang kurang
menguntungkan bagi para pelaku_bisnis. Tidak hanya mengeluarkan biaya yang
besar, prosedur yang lama, kurangnya rasa percaya dari pelaku  bisnis dan
masyarakat terhadap kenetralancdalam: proses Jitigasi menyebabkan para pelaku
bisnis untuk tidak memitih pengadilan sebagai sarana penyelesaian sengketa.

Tidak hanya melalui jalur litigasi, penyelesaian sengketa bisnis seperti
perdagangan, perbankan, proyek usaha, infrastruktur, dan sebagainya juga dapat
diselesaikan melalui proses penyelesaian di luar pengadilan. Proses ini merupakan
upaya penyelesaian sengketa secara kooperatif. Penyelesaian diluar pengadilan
sangat berbeda dengan proses litigasi dalam menyelesaikan sengketa. Penyelesaian
di luar pengadilan atau disebut juga dengan nonlitigasi ini lebih dikenal dengan
sebutan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute
Resolution (ADR).

Alternative Dispute Resolution merupakan lembaga penyelesaian sengketa
atau beda pendapat yang prosedurnya diingini oleh para pihak.? Penyelesaian
sengketa di luar pengadilan menurut Suyud Margono, terdiri dari beberapa bentuk,
antara lain: (1) konsultasi; (2) negosiasi; (3) mediasi; (4) konsiliasi; (5) arbitrase;
(6) good offices; (7) mini trial; (8) summary jury trial; (9) rent a judge; dan (10)

med arb.?

2 Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kencana,
Jakarta, 2019, him. 192

3 Ismail Rumadan, Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri, Puslitbang Hukum
dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2017, him. 1
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Mediasi dalam perkembangannya, ternyata juga difungsikan oleh lembaga
peradilan sebagai tahapan dalam menyelesaikan sengketa, dengan menghadirkan
pihak ketiga sebagai penengah yang disebut dengan mediator, bersikap netral dan
tidak memutus, namun aktif berdialog dengan para pihak serta mengarahkan kepada
suatu kesepakatan. Mediator tidak berpihak namun aktif membantu para pihak
menemukan inti masalah _dengan ® harapan ,dapat mewujudkan kesepakatan
perdamaian terhadap sengketa yang sedang dihadapi.”

Perkembangan bisnis yang semakin kompetitif menuntut penyelesaian
sengketa yang. lebih efisien dan efektif. Dunia. bisnis menghendaki sistem
pemecahan masalah yang dapat memberikan keuntungan pada masing-masing
pihak atau dikenal dengan istilah win-win solution. Hal tersebut..akan sulit terwujud
dalam sistem litigasi karena proses peradilan bersifat menang kalah, dalam hal ini
sebagai bentuk pengimplementasian asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana tercantum dalam
Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
upaya Mahkamah Agung salah satunya ialah menerbitkan PERMA No. 1 Tahun
2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai penyempurnaan terhadap
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan dikarenakan dianggap tidak efektif lagi. °

Hadirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bertujuan agar para pihak dapat

merasakan kepastian, ketertiban, kemudahan dalam tahapan penyelesaian sengketa.

* Ismi Hariyani, dkk, Penyelesaian Sengketa Bisnis, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
2018, him.4

>Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, Kencana, Jakarta, 2016, him. 50

3



Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengintegrasikan mediasi di lembaga
peradilan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa. PERMA No. 1 Tahun 2016
menjadi dasar pelaksanaan mediasi di pengadilan, mediasi menjadi suatu proses
yang tidak terpisahkan dari proses penyelesaian-perkara di pengadilan. Wajib bagi
hakim untuk mengikuti prosedur mediasi di pengadilan, apabila hakim tidak
bersedia melaksanakan mediasi, cmaka putusan hakim tersebut batal demi hukum
(Pasal 3 ayat (3)). Dalam mempertimbangkan suatu putusan, wajib bagi hakim
untuk menyatakan bahwa suatu sengketa telah dilakukan upaya perdamaian melalui
mediasi, dengan mencantumkan nama mediator terhadap perkara tersebut.®

Mahkamah Agung menilai bahwa sebelum beracara di Pengadilan, para pihak
yang berperkara perlu melalui proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. Proses
mediasi dilakukan pada saat sidang pertama dan mediasi merupakan suatu solusi
untuk meringankan beban spengadilan dalam mengatasi penumpukan perkara.
Proses ini dianggap lebih murah dan cepat, serta dianggap dapat memberi keadilan
bagi para pihak yang bersengketa dan hasil yang memuaskan daripada penyelesaian
melalui proses litigasi. yang cenderung kepada. menang kalah. Selain itu,
terintegrasinya proses mediasi di_pengadilan dapat memperkuat fungsi lembaga
peradilan, di samping fungsi peradilan yang bersifat memutus.

Setiap perkara sengketa bisnis tertentu yang terdaftar di peradilan umum yaitu
pada pengadilan tingkat pertama diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi

terlebih dahulu.” Mediasi sebagai suatu penyelesaian sengketa di pengadilan terlihat

® Taufik Siregar, Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan
Negeri di Sumatera Barat, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat, 2017,
him.23

7 Maskur Hidayat, Op.Cit, Kencana, Jakarta, 2016, him. 44
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memiliki harapan untuk diberdayakan, meskipun demikian dengan adanya mediasi
di pengadilan hal ini tidak mengurangi peran penting proses lembaga peradilan.

Menurut Iswi Hariyani, sengketa bisnis yang dapat diajukan ke Pengadilan
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Sumber : Data diolah dar
Pekanbaru tahun 2019-2020

Data pada tabel tersebut merupakan jumlah perkara wanprestasi sengketa
bisnis yang terdaftar dan telah putus di PN Pekanbaru baik itu selesai melalui
putusan atau selesai melalui mediasi, diketahui pada tahun 2019 sebanyak 14 (empat

belas) perkara yang selesai di putus dan terdapat 7 ( tujuh) perkara yang harus

8 Iswi Hariyani, dkk, Op Cit, hlm 15.



diselesaikan pada tahun 2020, sedangkan untuk perkara sengketa bisnis tahun 2020
berjumlah 24 (dua puluh empat) perkara dan terdapat 15 perkara sengketa bisnis
yang belum terselesaikan pada tahun 2020, penyelesaian sengketa bisnis di
Pengadilan Negeri Pekanbaru..masih relatif ~tinggi. Pemberlakuan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sebagai dasar pelaksanaan mediasi di
pengadilan, seyogyanya dapat .menyelesaikan perkara-perkara sengketa bisnis dan
dapat mengurangi jumiah perkara yang masuk di pengadilan karena tersedianya

lembaga mediasi sebagai suatu proses penyelesaian sengketa.

Perkara sengketa bisnis yang didaftarkan di pengadilan dan penyelesaian
sengketanya memakan waktu yang cukup lama, hal tersebut tidak sejalan dengan
sistem peradilan Indonesia yang didasarkan pada sistem yang sederhana, cepat, dan
murah. Penyelesalan sengketa bisnis, melalui proses persidangan di muka
pengadilan tidak dapat diperkirakan waktu penyelesaiannya. Apabila diurutkan dari
pendaftaran perkara selanjutnya proses pemeriksaan perkara dan diakhiri dengan
putusan, maka semua tahapan tersebut menghabiskan waktu yang cukup lama. Oleh
karena itu, untuk meminimalkan jumlah sengketa bisnis di pengadilan, dapat

dilakukan melalui proses mediasi yang efisien.

Penggunaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa bisnis merupakan suatu
strategi yang memiliki banyak kelebihan, yaitu biaya ringan, cepat penyelesaiannya,
memuaskan hasilnya bagi para pihak, kesepakatan yang menguntungkan,
kesepakatan yang dapat mencukupi keinginan para pihak dan bisa disesuaikan
dengan kondisi para pihak dalam belajar sambil mempraktekkan dengan kreatif

cara penyelesaian sengketa. Dengan tingkat kontrol yang lebih tinggi, hasil yang

6
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signifikan dan dapat diperkirakan, serta memberdayakan individu.
Mempertahankan hubungan jangka panjang atau mengakhirinya dengan cara yang

lebih ramah, penyelesaian yang saling menguntungkan, daripada hanya menerima

ahun 2016,

belah pihak, Ma akim ya e a para pihak yang
terlibat wa an prosedu : - sebelum mengadili
perkara pe ing-undang. denga ealeriksaan perkara

perdata di pe

Kalaupun sampai menggunakan mediasi, itupun karena diwajibkan dalam
berperkara di pengadilan. Masih sangat sedikit pelaku usaha yang secara sukarela
mau menggunakan mediasi, dalam arti berinisiatif menggunakan mediasi sebelum

mengajukan gugatan ke pengadilan. Padahal jika dilihat dari segi efisiensi,

° Mardalena Hanifah, Kajian Empiris: Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,
Adhaper, Vol 2, No.1, Januari-Juni 2016, hIm.8
PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 7
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menggunakan jalur mediasi jauh lebih menguntungkan daripada menggunakan jalur
litigasi.

Mediasi dilakukan.oleh para pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator

netral supaya.e 1 nenc dari @’ n tersebut dan
berusaha

Medie i an utama untuk kompromi dalam
penyelesaian se ‘ " D3 : au/para pihak untuk
mengurangi ang berlangsung
agar tercapai -kesepaka : da ang sama-sama

olong para pihak

sa berbicara secara

diantaranya adalah:

1. Asas itikad baik, yaitu kesediaan para pihak untuk menyelesaikan
sengketa.

2. Asas kontraktual, yaitu adanya kesepakatan tertulis antara para pihak

tentang cara penyelesaian sengketa.

1 Karmuji, Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata, Jurnal Ummul
Qura, Vol. VII, No. 1 Maret 2016, him. 38

8
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3. Asas mengikat, yakni terhadap hasil yang telah disepakati para pihak

wajib mematuhinya.

4. Asas kebebasan berkontrak, artinya para pihak bebas menetapkan apa

pertimbangan ialah penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur mediasi masih jauh
dari harapan. Banyak nya perkara perdata khususnya sengketa bisnis yang masuk
di Peradilan Umum salah satunya di lingkungan pengadilan negeri Pekanbaru sangat

sedikit yang dapat diselesaikan melalui mediasi.

2Taufik Siregar, op. cit., him. 21
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Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk
melakukan penulisan tesis tentang” “Efektivitas Proses Mediasi sebagai bentuk

Penyelesaian sengketa bisnis di Peradilan Umum (Studi Kasus di Pengadilan

B.
?ﬁ apa masalah
pokok ya
penyelesaian
adilan Negeri
2. am pelaksanaan
lan Umum studi
C.
a.

Adapun yang me yan gin dicapai dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas proses mediasi sebagai bentuk
penyelesaian sengketa bisnis di Peradilan Umum studi kasus di

Pengadilan Negeri Pekanbaru.

10
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konseptual terhadap rumt

penentuan tujuan dan arah penelitian

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam
pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian sengketa bisnis di

Peradilan Umum studi kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru

akademis lainnya

lingkup yang

Kerangka teo Q@ ‘ ebenarnya merupakan jawaban

dengan memilih konsep yang cocok untuk

pembentukan hipotesis.** Teori memberikan arah terhadap kurangnya pengetahuan

peneliti.

13 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

2007, him. 61

41shag, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Bandung:

Alfabeta, 2017, him. 228
11
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Berikut adalah teori-teori yang digunakan pada penulisan tesis ini, sebagai

pisau analisis, yaitu sebagai berikut:

disepakati para

pihak, yakn ele engadi " ' engan ¢ Itasi, negosiasi,

1 PERMA No. 1

Mediasi bertujuan untuk sengketa antara para pihak dengan
mengikutsertakan pihak yang netral dan tidak memihak. Mediasi dapat mengantar
para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai yang berlangsung
lama dan tetap seperti keadaan semula sebelum terjadi konflik diantara mereka,

karena penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak berakhir pada menang dan

kalah akan tetapi hasilnya menempatkan para pihak pada posisi yang sama.

12
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Efektivitas mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan
Negeri Pekanbaru dapat dilihat dari bagaimana mediasi di Pengadilan berproses atau
bekerja dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Adapun tahapan proses mediasi di

dibagi menjadi

O

&
v
]
o
.
#

majelis hakim berkewajiban menjelaskan keharusan untuk menempuh

mediasi dan prosedur mediasi kepada para pihak yang berperkara.

>Rahmadi Usman, Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik (Jakarta Timur: Sinar
Grafika, 2012), him. 236

13
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Pada hari pertama sidang yang dihadiri kedua belah pihak, hakim atau
majelis hakim berkewajiban menjelaskan keharusan untuk menempuh

mediasi dan prosedur mediasi kepada para pihak yang berperkara.

) hari terhitung

mediasi dapat

terhitung sejak

. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan untuk
menyelesaikan proses mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan
disepakati bersama.

e. Apabila diperlukan, misalnya terjadi kebuntuan, mediator dapat
melakukan “kaukus” atau pertemuan antara mediator dengan salah satu

pihak tanpa dihadiri pihak lainnya.

14
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f. Pemanggilan ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan

atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan

pendapat diantara para pihak yang berperkara.

amaian, wajib
dicapai dan
3 dan mediator,

erperkara dalpat

harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausul yang
menyatakan perkara telah selesai.

b. Mediasi tidak mencapai kesepakatan

1. Dalam hal para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan,

mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi

15
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telah gagal dan memberitahu kegagalan mediasi tersebut kepada

hakim atau majelis hakim pada hari sidang yang telah ditentukan.

2. Segera setelah menerima kegagalan mediasi tersebut, hakim atau

kemajuan. Hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, mampu
merespon permasalahan yang berkembang di masyarakat, dan mampu melayani
masyarakat dengan memanfaatkan moralitas dari sumber daya para penegak

hukum. 16

16 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta
Publishing, 2019, him.3
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Hukum yang tersusun menjadi peraturan perundang-undangan, tidak dapat
dikatakan selesai. Akan tetapi hukum terus bekerja untuk pendewasaan dan

pematangan yaitu selalu mencari kebenaran. Hukum progresif bertujuan untuk

d menolak status quo.
V) ;

ada tanpa

3 situasi dan

kondisi Daga'y: g mutlak dan
bersifat fin g masyarakat
E. d
g an atau buram
s g menunjukkan
generalisasi t ¢ o sebut  definisi

penulisan tesis

’& engan demikian pelaksanaan
mediasi yang efektif di ling . : er| dikonsepkan ada akibatnya
atau pengaruhnya.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan cara berunding antara para
pihak untuk mencapai kesepakatan dibantu oleh pihak netral yang disebut mediator.

Mediasi merupakan sarana yang bersahabat untuk menyelesaikan sengketa yang

Y7Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, Jakarta: PT. Rajawali Pers, Cet. Ke- 28, 2018, him. 14
8http://kbbi.kemdikbud.go.id
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akurat dan efisien serta bisa memberi akses yang lebih luas bagi para pihak untuk
mencapai penyelesaian yang memuaskan dan adil.

Perkara perdata ketika sengketa sudah masuk ke dalam ranah hukum, yaitu
bila perkara itu dibawa ke pengadilan.® Sengketa bisnis merupakan perkara perdata
yang umum berlaku dalam dunia bisnis. Pada umumnya perselisihan bisnis timbul
karena perselisihan dalam pelaksanaan isi Kontrak bisnis..°

Peradilan Umum merupakan salah satu badan yang melaksanakan kekuasaan
Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Salah satu kekuasaan
kehakiman di lingkungan peradilan umum adalah Pengadilan Negeri. Pengadilan
Negeri adalah pengadilan tingkat pertama, salah satu kekuasaan kehakiman di
lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Kotamadya atau ibu kota
kabupaten, dan wilayah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
Pengadilan Negerl mempupyal tugas dan wewenang memeriksa memutus dan
menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata.”* Dalam penelitian ini yaitu
dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru.

Konsep operasional diatas dimaksudkan agar penelitian ini mempunyai
batasan-batasan dan tidak keluar_dari arah.yang diinginkan, selain itu supaya
pembaca dapat memahami variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian.
Konsep operasional juga dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman

terhadap konsep yang digunakan pada penelitian ini.

19 Abdurrahman Konoras, Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan,
Depok: Rajawali Pers, 2017, hal 32.
20 1swi Hariyani dkk, op.cit, him 1
21 Undang-Undang RI No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 1,4, dan 6
18
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F. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, Untuk mendapatkan hasil yang maksimal sejalan dengan

judul yang ditetapkan, penulis harus memiliki data yang berguna secara langsung

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
3. Lokasi Penelitian
Lokasi tempat penulis melakukan penelitian ini adalah Pengadilan

Negeri Pekanbaru.

19
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4. Populasi dan Sampel
Populasi dan sampel merupakan hak yang terpenting untuk menentukan

objek yang akan diteliti. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia

Populas

AALRRNARY
= |
2

No.

\

%.

Rincian p

pada tahun 2019-

22Amiruddin  Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-10, 2018, him. 95.
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Tabel 1.3

Perkara Perdata Sengketa Bisnis selesai Tahun 2019-2020.

Pekanbaru yang telah memiliki sertifikat mediator.

5. Data dan Sumber Data
Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sebagai

berikut :

23 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), him. 79
41bid, him 12
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a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari

sumber pertama.?®

informasi secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Penulis akan
berunding dengan mediator Pengadilan Negeri Pekanbaru dan hakim

yang meninjau kasus tersebut.

25Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.Cit, him. 30
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7. Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu

data. Data tersebut merupakan hasil observasi, kuesioner, wawancara dan

26Sudjarwo, MS, Metodologi Penelitian Sosial, Bandung: Mandar Maju, 2001, him. 19
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TINJAUAN UMUM

berikut:?® mediasi adalah pre yelesaian suatu masalah dengan cara

berunding, dimana terdapat pihak yang tidak memihak dan netral bekerja

27 Nita Triana, Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan
Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, dan Konsiliasi), Yogyakarta:Pustaka IImu, 2020, him.
18

28 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya
Paramita, cet. Ke-44, 2009, him.468

29 Septi Wulan Sari, Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016,
Ahkam, Vol. 5 No. 2, Juli 2017, him.7
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sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka

mencapai kesepakatan yang memuaskan.

Sedangkan Rachmadi Usman mendefinisikan mediasi adalah suatu

upaya penyelesaian suatu sengketa antara para pihak dengan cara berunding

dan dibantu oleh pihak lain yang netral. Mediasi bertujuan untuk dapat

30 Ismail Rumadan, Op.cit, him. 30

31 Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa, Buku Tanya Jawab Mediasi di
Pengadilan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, cetakan pertama, 2017, him. 2
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mewujudkan kesepakatan antara para pihak dibantu oleh mediator. Proses

mediasi memiliki beberapa unsur penting, antara lain:32

a. Mediasi merupakan rangkaian penyelesaian sengketa secara sukarela

Pandangan Ruth Carlton menjadi rujukan oleh David Spencer dan
Michael dalam merumuskan lima prinsip dasar mediasi atau dikenal dengan

lima dasar filsafat mediasi, diantaranya yaitu:*?

328ri Puspitaningrum, Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan,
Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15 No. 2, Oktober 218, him. 285
3gusanti Adi Nugroho, op.cit, him. 198
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a. Prinsip Kerahasiaan (confidentiality)

Kerahasiaan yang dimaksud ialah dalam melaksanakan proses mediasi

jalur litigasi,

atas kehendak para pihak sendiri.

C. Prinsip Pemberdayaan (Empowerment)

Prinsip pemberdayaan ini berpendapat bahwa para pihak yang
memiliki keinginan untuk menyelesaikan masalah mereka melalui mediasi

pada dasarnya mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah mereka

27
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sendiri dengan cara saling berunding untuk mencapai suatu kesepakatan

bersama.

ini harus diakui dan

memaksakan pendapat demi te a suatu kesepakatan.

e. Prinsip Solusi yang Unik (a Unique Solution)
Proses mediasi yang menghasilkan suatu penyelesaian tidak mesti
bergantung pada norma hukum, namun bisa diperoleh dari proses yang kreatif.

Oleh sebab itu, penyelesaian yang dihasilkan dari proses mediasi boleh jadi

28
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condong kepada keinginan para pihak itu sendiri, yang kuat hubungannya

dengan proses pemberdayaan masing-masing pihak.

lebih baik terhadap perkara™y Jang diperselisihkan. Mediasi memiliki

beberapa keunggulan dan manfaat, diantaranya :3
a. Biaya yang dikeluarkan lebih murah apabila dibandingkan dengan

penyelesaian sengketa melalui alternatif yang lain;

34 Maskur Hidayat, op.cit, him. 89
31bid, him. 54
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b. Para pihak yang bersengketa dapat menerima dan merasa memiliki putusan
mediasi;

c. Apabila terjadi sengketa di kemudian hari, para pihak telah memiliki dasar

iy disay yejepe il udwnyo(]
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hal berikut :

1. Memiliki keinginan untuk mendengarkan dan menerima kebaikan orang
lain, dan mengakui kesalahan dan keburukan sendiri.

2. Berunding dengan cara saling bekerjasama menemukan penyelesaian

sengketa merupakan penyelesaian terbaik serta dapat mewujudkan ikatan

yang baik di masa depan.

30
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3. Para pihak lebih mengerti dan paham apa yang adil dan patut bagi mereka,
oleh sebab itu penyelesaian dari pihak lain yang menganggap telah adil,

belum tentu rasa adil tersebut dapat diterima para pihak yang

2. Apabila keinginan ! npuh mediasi berasal dari salah satu
pihak saja, sedangkan keinginan dari pihak lainnya tidak ada, maka
mediasi tidak dapat terjadi dan meskipun mediasi dilaksanakan tidak

akan berlangsung dengan efektif.

*1bid, hlm. 55
37 Nilla Nargis, Mediasi sebagai salah satu Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa,
repository.Ippm.unila.ac.id, him. 482
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Menurut Mahkamah Agung mediasi dapat dikatakan efektif dan
efisien apabila penumpukan jumlah perkara yang harus diselesaikan oleh

Mahkamah Agung dapat berkurang. Efektif nya suatu proses mediasi salah

pelalui proses mediasi

X \
!t\\‘ .bg g
Z

erakhir antara para

akta perdamaian

suatu perdamaian yang dimuat dalam akta perdamaian terjadi terhadap
sengketa yang telah ada
4. Akta perdamaian memiliki kekuatan hukum harus dinyatakan dalam

bentuk tertulis.3®

3Maskur Hidayat, op.cit, him.56
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Putusan perdamaian yang dikehendaki, yang dihasilkan dari proses
mediasi maksudnya adalah sengketa dapat dikatakan selesai apabila

terwujudnya kesepakatan di antara para pihak dan disahkan dalam bentuk akta

2.4 Jenis dan Model Mediasi
Proses mediasi dapat teraktualisasi dengan baik tergantung pada
pendekatan apa yang digunakan oleh mediator. Ada beberapa pilihan model

mediasi, yang dapat berfungsi sebagai kerangka kerja bagi mediator untuk

33
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menilai kesesuaian penggunaannya dalam situasi atau perselisihan yang

berbeda.®® Model mediasi tersebut antara lain :

dari masing-masing pihak untt apainya kesepakatan. Mediator berfokus
pada permasalahan yang dinyatakan oleh para pihak, dan posisi seseorang
terhadap perkara yang dipersengketakan dapat menentukan kedudukan
mereka pada inti masalah (bottom lines) tersebut. Untuk sampai kepada titik

kompromi, mediator harus melakukan berbagai upaya pendekatan dengan

39 Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa, op.cit, him. 41
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para pihak. Biasanya mediator model ini adalah orang yang mempunyai

kedudukan tinggi, dan pada model ini kemampuan mediator terhadap proses

serta cara tidak menjadi perhatian penting.

a. Prosesnya lebih terstruktur;
b. Fokus pada mediasi mediasi model ini adalah kepentingan para
pihak dari positional negotiation hingga negosiasi berbasis
kepentingan (interest based negotiation) yang mengarah pada
solusi yang sama-sama memberi keuntungan pada masing-masing

pihak.

35
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c. Mediator membimbing para pihak supaya lebih kreatif dalam

menemukan solusi penyelesaian sengketa,

d. Mediator harus mengetahui benar tentang cara serta proses

memulihkan hubungan diantara para pihak.
b. Proses tawar menawar yang condong pada proses pengambilan
keputusan tidak dapat dimulai apabila para pihak yang bersengketa

masih dipenuhi emosional.

Mediator dalam hal ini berfungsi untuk menemukan akar masalah dari
sengketa tersebut dan mengatasinya dengan memperhatikan aspek psikologis
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dan emosional para pihak, sehingga dapat menciptakan hubungan antara

mereka menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, pada model ini mediator harus

memiliki keahlian yang lebih dalam melakukan counselling, karena proses

aspek yang diperselisihkan menjadi faktor penting dan keahlian tersebut dapat
diperoleh dari pendidikan khusus yang diakui secara hukum.

Keahlian mediator dalam proses dan teknis mediasi tidak menjadi
perhatian utama, akan tetapi yang menjadi fokus pada mediasi model ini
adalah kemampuan dalam memberikan solusi dan informasi legal dan
mengarahkan kepada penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak yang

37
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bersengketa. Dapat disimpulkan bahwa mediator berperan untuk memberikan

penilaian dan menjadikan para pihak mengetahui akan hak dan kewajibannya

secara hukum. Mediator juga berusaha meyakinkan para pihak untuk

yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu.
Peran mediator memiliki sisi lemah dan kuat. Sisi lemahnya adalah
ketika mediator menjalankan tugas dibawah ini oleh, antara lainnya:*°
1. Penyelenggaraan pertemuan;

2. Pemimpin diskusi rapat;

40 Karmuji, op.cit,hIm. 48
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3. Pemelihara atau penjaga aturan perundang-undangan agar proses

perundingan berlangsung secara baik;

4. Pengendali emosi para pihak;

ang kurang mampu

mm\\\‘ 'o..
: dilihat dari

. berusaha meyakinkanp

7. Membujuk para pihak untuk menerima penyelesaian yang diusulkan.
Menurut Steven Vago secara garis besar peran mediator antara lain:?

1. Guide

“bid, him.
2 Maskur Hidayat, op.cit. hIm. 90
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2. Fasilitator

3. Katalisator.

Gatot Soemartono menyebutkan mediator harus melakukan peran sebagai

terdapat kepentingan pribadi dari hasil mediasi tersebut. Adapun peran

mediator diantaranya adalah:**

“1bid
*1bid, him. 91
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a. Mediator Mendorong Para Pihak Bersikap Aktif
Mediator dapat menganjurkan rumusan opsi penyelesaian terhadap

sengketa yang sedang dihadapi para pihak dan mediator dapat menawarkan

para pihak
wajib bagi

dan menggali

5L E L

ngketa diantara

AL LT

de penyelesaian,

<eikutsertaan para

Supaya proses mediasi dapat terlaksana dengan baik, haruslah
memperhatikan syarat-syarat berikut ini:
1. Terdapat keseimbangan nilai tawar suatu kepentingan antara para
pihak;

2. Para pihak mengharapkan hubungan yang seimbang antara di antara

mereka;
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3. Ada banyak hal-hal yang menyebabkan terjadi pertukaran (trade
offs);

4. Penyelesaian yang tidak membutuhkan waktu lama untuk sengketa

c. Membangun Citra Me alam Pandangan Disputants

Para pihak harus memiliki rasa percaya pada mediator, memiliki
keinginan untuk mendengar dan menerima usulan yang disarankan, demikian
pula dengan mediator wajib berada pada keadaan tidak berpihak pada masing-
masing pihak. Supaya mediasi dapat berhasil, langkah awalnya adalah

meyakinkan para pihak bahwa mediator benar-benar dalam posisi berikut:
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1. Mediator berada dalam posisi yang tidak memihak atau netral.

2. Mediator benar-benar peduli terhadap sengketa yang dihadapi para

pihak

para pihak maka

a karena telah

baik.

Kondisi yang baik dalam proses mediasi ketika keinginan untuk
berdamai datang dari para pihak yang bersengketa. Pada proses mediasi opsi
penyelesaian sengketa berasal dari para pihak. Niat baik untuk berdamai bagi
para pihak merupakan hal utama dalam menyelesaikan sengketa yang sedang

dihadapi. Apabila kesungguhan niat dari para pihak yang bersengketa untuk
43
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berdamai tidak ada justeru menyebabkan proses mediasi jadi terhambat, maka

mediator pada kondisi tersebut lebih bersikap aktif mengarahkan proses

mediasi kepada opsi klausul-klausul perdamaian.

ialah dengan menyerahkan hal-hal berikut ini, diantaranya :
e Salinan dokumen surat yang berhubungan dengan sengketa.
e Salinan dokumen lain yang dibutuhkan.

e Serta hal-hal yang berhubungan dengan sengketa.

*1bid, him.99
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Supaya waktu penyelenggaraan mediasi dapat efisien, mediator
dibolehkan menetapkan jadwal pelaksanaan mediasi, baiknya lagi jika

penetapan jadwal pelaksanaan mediasi ditandatangani para pihak dan dibuat

| £
v

N/
%

presentasi para pihak, resume tersebut sebagai tanda untuk memastikan para
pihak sudah memahami dan mendengar.

Sengketa yang sifatnya tradisional bisa jadi presentasi tidak dapat
berlangsung sebagaimana yang diharapkan disebabkan para pihak tidak dapat
memberikan penjelasan yang sistematis mengenai inti masalah dari suatu
sengketa. Ketika menghadapi hal seperti itu, maka mediator yang harus aktif
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bertanya, menggali fakta secara berdialog dengan para pihak yang

bersengketa

Membangun kedekatan bersama para pihak menjadi sesuatu yang

para pihak untuk memikirkan tentang sengketa dari bermacam sudut pandang.
Hal yang sangat utama adalah memberikan penjelasan, jika keinginan para
pihak lebih besar kepada penyelesaian melalui jalur litigasi maka diantara
mereka akan ada yang menang dan kalah. Namun, apabila para pihak
bersepakat untuk saling damai, maka para pihak dalam kedudukan yang sama,

atau dapat dikatakan saling merasakan kalah dan menang.

46



Syarat pada tahapan ini adalah berasal dari mediator yang memiliki
kemampuan untuk menganalisa dan pandai mencari pemecahan masalah.
Mediator sedapat mungkin berperan aktif ikut serta berusaha menemukan
penyelesaian‘dari suatu sengketa. Bisa saja mediator berdasarkan pengalaman
dan pengetahuan dalam bidang hukum yang dikuasainya, menganjurkan
beberapa opsi penyelesaian 'sengketa/ Kemudian, para pihak dipersilahkan
memilih opsi mana yang dapat diterima dan dirasakan manfaatnya bagi
masing-masing pihak.

Apabila para pihak sudah mempunyai keinginan dan secara aktif
menemukan opsi penyelesaian dari suatu sengketa, maka mediator tinggal
membimbing para pihak supaya lebih fokus pada hal-hal yang mendukung
pada hasil yang diinginkan untuk tercapainya kesepakatan damai. Dalam hal
misalnya pembicaraan-dalam proses mediasi sudah dilandasi emosi, maka
mediator harus mengarahkan atau mengembalikan fokus pembicaraan ke arah
penyelesaian sengketa. Mediator dapat juga menghentikan mediasi dan
membuka lagi ketika situasi emosional para pihak sudah lebih baik. Dalam
tahap ini mediator juga dapat berperan.sebagai mediator yang mengarahkan
sistem pembicaraan agar lebih sistematis dan terarah.

Misalnya dalam tahap inventarisasi masalah terdapat konflik norma
yang menghambat upaya penyelesaian, maka mediator harus siap dengan
bahan hukum yang disampaikan dalam sesi mediasi. Artinya mediator tidak
hanya sebatas memberikan dorongan atau semangat kepada para pihak, tetapi

juga memberi input yuridis dalam hal ketika proses mediasi berhenti karena
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ada isu hukum yang perlu dipecahkan. Oleh karena itu, mediator harus
mendengarkan dan membimbing jalannya mediasi yang berkesinambungan

agar momen saling terbuka antara para pihak untuk melakukan perdamaian

ya kaukus ini, adalah :

1. Dapat : : ng dirahasiakan selama
berlangsungnya proses mediasi yang dihadiri pihak lain.

2. Dapat menjadikan keadaan yang penuh semangat dan luwes di
antara para pihak dengan mediator

3. Mediator dapat melihat keseriusan para pihak yang bersengketa

untuk saling damai

48



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

4. Menyampaikan pandangan hukum terhadap sengketa yang sedang

diperselisihkan para pihak. pandangan ahli tidak mempengaruhi

atau putusan hakim mengikat apabila mediasi di pengadilan tidak

Maka dari itu kepercayaan yang dimiliki oleh para pihak terhadap mediator
merupakan suatu hal yang sangat penting, caranya para pihak diberikan
penjelasan tentang tata cara pelaksanaan kaukus yaitu, kaukus adalah
pertemuan dengan salah satu pihak saja

Walaupun tidak dilakukan secara bersama-sama, semua pihak pada

akhirnya akan memulai tahap kaukus. Mediator pertama-tama dapat memulai
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pertemuan tertutup dengan penggugat. Kemudian dengan pihak tergugat. Atau
dalam keadaan yang khusus, misalnya pihak tergugat meminta terlebih
dahulu didahulukan dalam kaukus, maka itu dapat dilaksanakan. Dengan
penjelasan yang tepat, maka para pihak-yang bersengketa dapat memahami
bahwa kaukus adalah forum yang bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian
sengketa dan tidak dimaksudkan untuk; tujuan main mata antara mediator
dengan salah satu pihak. Agar kaukus dapat berjalan efektif, maka durasi
waktu harus seimbang bagi masing-masing pihak.

Durasi waktu kaukus tergantung dari hal apa yang ingin diketahui oleh
mediator dari para pihak. Kaukus juga dapat dihadiri oleh kuasa hukum, tetapi
sebaiknya” juga harus dihadiri oleh pihak/prinsipal .langsung. Karena
kehadiran prinsipal akan memudahkan mediator untuk menemukan atau
mempelajari pokok sengketa. Waktu pelaksanaan kaukus dapat diadakan
dalam waktu yang berbeda tetapi pada hari yang sama atau dapat juga
diadakan pada hari yang berbeda. Mediator perlu mendalami teknik penentuan
waktu kaukus berdasarkan kondisi atau jenis perselisihan serta tipologi para
pihak yang bersengketa.. Berdasarkan hal itu, dimungkinkan untuk
menentukan waktu kaukus yang tepat.

Kaukus diwajibkan pelaksanaan pada proses mediasi, diadakan atau
tidaknya kaukus, hal itu bergantung pada penilaian mediator apakah terdapat
hal penting diadakannya kaukus atau tidak. Dalam jenis sengketa yang tidak
terlalu rumit, antara pihak yang bersengketa sudah memiliki rasa saling

menghormati dan rasa saling percaya, sehingga tidak perlu mengadakan
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kaukus. Sebaliknya, ketika jenis sengketa cukup rumit, disertai dengan

emosional dari salah satu atau semua pihak, maka kaukus sebaiknya

dilaksanakan.

mesti memiliki
an dampak yang

i. Pada level

tidak mengikat dari pendapat ahli yang dihadirkan pada saat mediasi, maka
pendapat ahli akan mendorong efektivitas dalam mempercepat penyelesaian
sengketa perdata bisnis.

Menghadirkan ahli ke dalam proses mediasi biasanya memerlukan
biaya. Misalnya, biaya transportasi maupun fee/biaya untuk ahli tersebut,

biaya dalam hal mendatangkan ahli merupakan tanggungan dari para pihak

51



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

atas dasar saling setuju. Mediator berdasarkan kesepakatan dari para pihak
dapat mendatangkan ahli dalam proses mediasi dan memiliki peran, hal yang

dilakukan terlebih dahulu adalah dengan mengajukan surat permohonan

\ Qq.

memberikan waktu kep

mengajukan pertanyaan, dan meminta ahli menjelaskan hal-hal yang tidak
diketahui oleh para pihak. Dengan berbuat sebagai moderator, maka mediator
dalam hal ini sedapat mungkin mengatur ritme penjelasan dari keterangan ahli
tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak berhubungan dengan inti
sengketa, mengawasi supaya tidak terjadi reaksi emosional dari masing-

masing pihak. Kemudian, ketika para pihak telah selesai berdialog dengan ahli
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yang dimaksud, selanjutnya mediator akan mengerucutkan pokok masalah

tersebut dan meminta pendapat ahli yang nantinya akan digunakan sebagai

acuan dalam penyelesaian sengketa perdata bisnis yang dimaksud.
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karena mediator pada etiga yang tidak terkait dengan
sengketa.

Kesepakatan yang telah dirumuskan itu dinyatakan dalam tulisan dan
harus ada tandatangan dari para pihak, hal itu merupakan bukti bahwa para
pihak saling sepakat untuk berdamai terhadap sengketa yang diperselisinkan.
Mediator membacakan ulang klausul-klausul perdamaian di depan para pihak

sebelum ditandatangani.
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g. Kesepakatan Perdamaian dan Akta Perdamaian

Jika proses mediasi di antara para pihak yang bersengketa berakhir

dengan kesepakatan damai kemudian dilanjutkan dengan menentukan

yang dilakukan berikutnya adalah mediator sebagai perantara para pihak dapat
memberitahukan kepada Majelis Hakim tentang kesepakatan damai tersebut
untuk dituangkan dalam bentuk akta perdamaian atau putusan perdamaian,
yang termuat dalam akta perdamaian adalah mencantumkan pernyataan dari
majelis hakim bahwa para pihak wajib untuk memenuhi perjanjian yang telah

disepakati bersama.
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Jika perdamaian dilakukan diluar pengadilan dengan bantuan mediator

non pengadilan yang telah memiliki sertifikat, maka kesepakatan tersebut

dapat diajukan melalui pendaftaran gugatan di Pengadilan. Berkas Gugatan

Memperhatikan hal-hal berikut ini menjadi sangat penting jika mediasi gagal:
e Pernyataan dari para pihak pada proses mediasi tidak bisa dijadikan
sebagai pembuktian selama persidangan berlangsung.
e Notulen selama proses mediasi harus dimusnahkan
Kedua poin tersebut menegaskan bahwa meskipun mediasi

diintegrasikan ke dalam proses beracara di pengadilan, apabila tidak mendapat
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hasil yang diharapkan, maka tahapan selanjutnya dalam beracara di muka

pengadilan akan dilanjutkan sebagaimana prosedur beracara di pengadilan,

hasil dari mediasi yang gagal sebelumnya tidak memiliki pengaruh terhadap

dahulu, sehingga apabila suatu perkara dibawa ke tingkat banding atau
Mahkamah Agung melalui putusan sela, maka hakim mengeluarkan
surat perintah kepada pengadilan tingkat pertama untuk dilakukan

proses mediasi terlebih dahulu (Pasal 3 ayat 4 Perma No. 1 Tahun 2016).

*Maskur Hidayat, op.cit, him. 124
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e  Berikutnya adalah berkas perkara akan dikembalikan kepada kepada

pengadilan tingkat pertama, penunjukan hakim oleh ketua pengadilan

bukan berasal dari hakim pemeriksa perkara yang memutus (Pasal 3 ayat

baik itu kemampuan mediator eksternal, dalam hal ini ketua pengadilan
memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan memfungsikan
hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator melakukan tugas sebagai

mediator (Pasal 13 ayat 2 Perma No.1 Tahun 2016).

Hakim yang tidak memiliki sertifikat tersebut dapat mempergunakan
surat keterangan yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan untuk menjalankan
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peranan dan fungsi yang setara dengan hakim mediator bersertifikat.
Kewenangan ini diserahkan kepada ketua pengadilan bertujuan supaya tidak

ada perkara perdata yang tidak dapat dilakukan mediasi disebabkan karena
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memungkinkan terlaksana perdamaian bagi para pihak. Mengusahakan
perdamaian pada pemeriksaan perkara tetap dapat terlaksana sebelum hakim
mengeluarkan putusan. Menawarkan perdamaian kepada para pihak tidak

hanya pada sidang pertama, tetapi mengusahakan perdamaian masih tetap bisa

selama belum terdapat putusan hakim.
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Kelaziman dalam perkara perdata, keinginan biasanya berasal dari para
pihak yang berperkara. Jadi apabila para pihak menginginkan perdamaian,
maka hal tersebut bisa dilaksanakan. Sepanjang palu belum diketuk dan
putusan belum dibacakan;maka perdamaian di muka pengadilan masih dapat
dilaksanakan. Bagi majelis hakim, semakin jauh sidang dilaksanakan tentunya
semakin mendalam pemahaman yang diperoleh terhadap kasus yang terjadi.
Sehingga, kesempatan dan peranan majelis untuk mendorong para pihak
untuk melaksanakan perdamaian dapat lebih signifikan. Karena duduk
persoalan dapat lebih dipahami melalui penggalian fakta yang dilakukan
selama masa persidangan.

Pengupayaan perdamaian oleh hakim adalah dapat dilihat dari tindakan
hakim yang sungguh-sungguh, aktif, dan rutin menggiring atau memberi
anjuran kepada para pihak untuk berdamai. Untuk dapat berbuat seaktif
mungkin sebagai juru damai, keharusan bagi hakim memiliki pengetahuan
yang lebih dalam terhadap sengketa. Menurut ketentuan hukum acara perdata,
pengetahuan yang mendalam tersebut merupakan tuntutan bagi hakim untuk
dapat menyadarkan dan meyakinkan.para pihak yang bersengketa bahwa
penyelesaian sengketa melalui proses litigasi bukanlah satu-satunya cara yang
paling tepat dalam menyelesaikan sengketa seperti dugaan banyak orang.

Hakim tidak memiliki hak atau wewenang memaksakan kepada para
pihak yang bersengketa untuk berdamai. Hal yang melatarbelakangi
keinginan para pihak untuk berdamai merupakan suatu hal pasti yang tidak

dapat dihindari. Penyelesaian sengketa melalui mediasi, apabila memandang
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dari aspek waktu yang efektif, uang yang dikeluarkan dan tenaga maupun dari
aspek hubungan bermasyarakat merupakan suatu pilihan yang lebih baik.
Terwujudnya perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa dapat

alin  diantara mereka.

o

v
-
¥

5

g
G
?

hukum lain untuk kepentingan hukum klien (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.
18 Tahun 2003 tentang Advokat). Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 kuasa
hukum diberikan amanah untuk dapat membantu para prinsipal melaksanakan hak

dan kewajibannya selama proses mediasi, diantaranya adalah:*

*’Maskur Hidayat, op.cit, him. 131
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Memberikan penjelasan kepada prinsipal terhadap penjelasan hakim

pemeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7). Di

dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa :

melalui akta

membantu para pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan
usulan penyelesaian sengketa selama proses mediasi (Pasal 18 ayat (2)
huruf c PERMA No. 1 Tahun 2016).

- Kuasa hukum juga bisa melaksanakan tugas membantu para pihak
merumuskan rencana dan usulan kesepakatan (Pasal 18 ayat (2) huruf d

PERMA No. 1 Tahun 2016).
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- Dan menjelaskan kepada para pihak terkait kewajiban kuasa hukum

(Pasal 18 ayat (2) huruf e PERMA No. 1 Tahun 2016).

ta di luar
peradilan,  nar ik dan/atau
diintegras No. 1 Tahun
2016 tentang.F : 3 ’ ada tanggal 03
Februari 20 * ’

ilan an langkah dan

terobosan bese te oL : h Agung yang
sebenarnya

Tahun 2008 i PEF % Ta an sebelumnya diatur

130 HIR dan Pasal 154 Rbg, tetapi tidak berfungsi baik sebagaimana yang
diharapkan. M. Yahya Harahap juga mengakui bahwa fakta yang menunjukan
hakim tidak bersungguh-sungguh dan kemampuan hakim mendamaikan para pihak

dirasakan masih sangat pasif.*®

8 Abdurrahman Konoras, op. cit, him. 107
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Substansi hukum PERMA No. 1 Tahun 2016 dapat dipahami dari latar
belakangnya yang tergambar pada konsiderans “Menimbang”:

a.  Mediasi adalah upaya damai untuk menyelesaikan sengketa yang tepat dan

’
.ﬁ'-'
’
o
g

o

K
= ._

para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui proses perdamaian yang
dapat berdayakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam
prosedur berperkara di Pengadilan;

d. bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan dijadikan salah satu prosedur
hukum acara perdata dapat memperkuat dan menguntungkan fungsi

lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa;
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e.  bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi
kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu
meningkatkan keberhasilan Mediasi.di Pengadilan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d1danthuruf e, perlu menyempurnakan Peraturan

Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

PERMA No. 1 Tahun 2016 ini secara umum adalah penyempurnaan dari
peraturan tentang mediasi sebelumnya. Rincinya, Perma ini membahas tentang

peraturan, tata kelola serta definisi yang belum pernah ada mengenai mediasi.

Hal penting dalam PERMA ialah menekankan hakim pemeriksa
berkewajiban memerintah para pihak mengikuti mediasi. jika para pihak tidak
menempuh mediasi dikarenakan tidak ada perintah dari hakim pemeriksa, jika para
pihak mengajukan upaya hukum, maka pada tingkat banding atau kasasi di
Mahkamah Agung dengan putusan sela dapat memerintah pengadilan tingkat
pertama untuk menempuh proses mediasi bagi para pthak (Pasal 3 ayat (3) dan (4)
PERMA No. 1 Tahun 2016). Melakukan proses mediasi tersebut selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal menerima pemberitahuan

putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Aturan hal baru dari PERMA ini adalah tentang itikad baik yang dijadikan
ukuran penilaian oleh mediator apakah mediasi dapat dilanjutkan atau tidak. Dalam

hal penggugat sebagai pihak yang beritikad tidak baik, maka gugatannya dinyatakan
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tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara (Pasal 22 ayat (1) PERMA No.

1 Tahun 2016). Dan konsekuensi lainnya adalah penggugat tersebut dikenai

kewajiban membayar biaya perkara mediasi. Apabila tergugat dinyatakan tidak

wujud dari suatu perselisihan antara dua orang atau lebih. Kamus bahasa
Inggris memberi dua ungkapan untuk kata konflik yaitu conflict dan dispute.
Bahasa Indonesia telah mempergunakan kata conflict yaitu konflik,

sedangkan kata dispute dalam kamus Bahasa Inggris berdefinisi sengketa.

9K bbi.kemdikbud.go.id/entri/Sengketa
50 Fitrotin Jamilah, Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis, Yogyakarta: Medpress Digital,
2014, him. 12
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Apabila meninjau pengertian antara konflik dan sengketa, ternyata memiliki
arti yang sama, yaitu suatu masalah yang terjadi di antara dua orang atau lebih

dapat juga antara dua negara. Masalah dapat berasal dari ketidaksamaan
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LS\
gk ebut dapat mendatangkan akibat
hukum dan juga perbuatan tersebut dapat mengakibatkan salah satu dari

mereka terkena sanksi hukum.

2.9 Hukum Bisnis

*1bid, him. 13
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Hukum bisnis adalah suatu peraturan sebelum melakukan aktivitas
bisnis atau kegiatan berniaga. Hukum bisnis seperti undang-undang, dapat

dijumpai aturan atau tata cara tentang berbisnis yang sepatutnya dan sesuai

berdefinisi peraturan-

QS L N

dalam mencukupi

laku bisnis bisa

berkelompok dan terstruktur supaya dapat memperoleh keuntungan
dengan melakukan produksi dan menjual barang atau jasa agar

terpenuhi kebutuhan konsumen

*2bid, him. 14
>31bid, him.16
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Steinford (1979), bisnis merupakan kegiatan mengadakan barang atau

jasa keperluan konsumen sesuai dengan keinginannya. Organisasi

perusahaan yang bisa melakukan kegiatan bisnis seperti badan usaha

terstruktur turut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Gloss, Steade, Lowry (1996), bisnis adalah aktivitas yang terstruktur
dari sekelompok orang yang berurusan dalam bidang bisnis dan industri
yang mengadakan barang dan jasa untuk keperluan menjaga dan

membetulkan penopang hidup mereka.
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Dengan demikian, dari beberapa pengertian diatas bisnis dapat

berdefinisi sebagai aktivitas untuk memperoleh keuntungan (laba) yang

dilakukan oleh, dua pihak, atau berkelompok

Pengadilan Negeri Pekanbaru terletak di JI. Teratai No. 85 Sukajadi,
Pekanbaru. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah Dr. Dahlan, S.H., M.H.
Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan salah satu badan peradilan yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok yaitu menerima,

memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang

**1bid, him. 18
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diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang

Dr. Dahlan, S.H., M.

2. Efendi, S.H
3. a. Hakim Karir :
[ ]

Basman, S.H., M.H
Estiono, S.H., M.H
Iwan Irawan, S.H

Lifiana Tanjung, S.H., M.H
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1. Panitera

2. Panitera Muda

3. Panitera Pengganti :

Tommy Manik, S.H
Zulfadly, S.H., M.H

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H

Solviati, S.H., M.H (PM Hukum)
Zainal Abidin, S.H (PM Pidana)
Denni Sembiring, S.H., M.H (PM PHI)

Rosdiana Sitorus, S.H(PM Tipikor)
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Zetta Gultom, S.H., M.H

Suryani, S.H

Muhammad Yunus, S.H

e Seniwati
e Hj. Delismawati

e Sumarni
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BAB 111

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. BENTUK
N UMUM

r pengadilan,

namun seka pagian dari tahapan

penyelesaian se - Prc _, ‘_ mum pada lingkup kerja di

Pengadilan perpedoman pada

mediator. Menurut

untuk menyelesaikan sengketa pa seorang ahli atau beberapa ahli yang

diangkat oleh para pihak sebagai mediator.>®

Jenis sengketa perdata yang terdapat di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah

perkara perdata keluarga, perkara perdata terkait sengketa lahan/kepemilikan tanah,

55 Maskur Hidayat, Op.Cit, him. 53
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dan perkara perdata terkait sengketa bisnis. Pada penelitian tesis ini, hanya

melakukan observasi pada perkara sengketa bisnis wanprestasi saja.

Dalam kon

Dari berbag:

sebagai asa

kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-

undang.

Berdasarkan hal diatas, dapat dipahami bahwa para pihak yang melakukan

kontrak harus mematuhi perjanjian yang mereka buat. Perjanjian yang dibuat tidak

56 Zamroni, Penafsiran Hakim dalam Sengketa Kontrak, Surabaya: Media Pustaka, 2020,
him. 70
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boleh diputuskan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan bersama. Apabila ada
salah satu pihak mengingkari atau tidak menjalankan kontrak yang telah disepakati

bersama, maka pihak lainnya bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan

yang telz

wanprestasi pada tahun 2019-2020"¢ at pada tabel berikut ini :

57 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya
Paramita, cet. Ke-44, 2009, him. 324
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Sengketa Bisnis di Pengadilan Negeri Pekanbaru Putus

Agustus

Tabel 111.1

Tahun 2019

9 September 3
10 Oktober 1
11 November
12 Desember
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Jumlah 29

3 26

Sumber : data diolah dari program input bagian perdata di Pengadilan Negeri

Pekanbaru tahun 2019

Dari wanprestasi
sengket ﬁ%‘ﬁg dirumuskan
sebagai b A\ (74

Juml %

Jumlah s a

- 4 - =
rkara X 100%= 10%
a
D CKANBARS
Sengketa i i anbaru Putus
o, L]
No. Bulan Keterangan
Tidak
Berhasil
Berhasil
1 Januari 2 - 2
2 Februari 2 - 2
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3 Maret 1 - 1

4 April 1 1 -

)
e
«

)
7

NN N N AN

<!

sengketa bisnis tahun 2020 di Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dirumuskan
sebagali berikut :

Jumlah Perkara Wanprestasi yang berhasil di mediasi X 100 % =

Jumlah Perkara Wanprestasi yang putus
3 Perkara X 100 % = 18%

16 Perkara
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Tolak ukur efektivitas mediasi dalam perkara sengketa bisnis pada penelitian
tesis ini adalah :

a. Mediasi pada perkara sengketa bisnis di PN Pekanbaru tidak efektif jika

Deng ai tola at: ebuah kesimpulan

bahwa proses me 3 ‘- -L asih | efektif, sebab dari

tahun 2019 = 2020, tingkat keberhasilan mediasi berada saran 0 — 30 %.

9@‘

. Sengketa bisnis wa - : naan perjanjian fasilitas kredit

pembelian pakan ternak antara PT. Cargill Indonesia dengan Zulhasbi Salim,
Nomor Perkara 122/Pdt.G/2020/PN Pbr

c. Sengketa bisnis wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama
proyek pembangunan gedung antara PT. Sarana Media Investama, PT.
Karya Bangun Mandiri Persada dengan CV. TMJ, Nomor Perkara

85/Pdt.G/2020/PN Pbr
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d. Perselisihan hukum berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa alat berat

antara PT. Terra Factor Indonesia dengan PT. Sapa Artha Buana, Nomor

Perkara 257/Pdt.GG/2018/PN Pbr.

ﬂ esuai dengan
kompetens gadilan Negeri

Pekanbaru k memeriksa,

o
v
= : &
mengadili, men dan mengadili perkara v
tertentu yan rupakan kewe . 1 Agama ‘

d

erm

perkara perdata

nasuk titipan biaya

e

Pekanbaru melakukan proses mediasi.®>® Perkara sengketa bisnis yang wajib
melakukan mediasi hanya terhadap perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak.

Sementara itu, tidak semua perkara sengketa bisnis dihadiri oleh kedua belah pihak

8 Estiono, Wawancara tentang Efektivitas proses Mediasi terhadap Sengketa Bisnis di
Pengadilan Negeri Pekanbaru, September 2021.
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berperkara. Hal ini ditegaskan dalam pasal 17 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi:

“Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak,

Mediasi di Per G S - < engadilan Negeri
Pekanbaru
Negeri Pekanba ditindaklanju an ¢ in Ketua Pengadilan
Negeri, de - - Hakim 1: m 2. Kemudian Ketua

Majelis Hakin ~ entukan hari dz Dersi serta

sebanyak 9 perkara tidak menempuh mediasi karena salah satu pihak tidak pernah

hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Berdasarkan uraian data diatas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel

berikut:

59 \WWawancara mediator, Ibid.
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Tabel 111.3

Para Pihak Melaksanakan Proses Pra Mediasi

n Negeri Pekanbe

’

' “E\Q‘N“ '9"‘ Persentase

i 4»‘ '

para pihak ini,
dianggap g Tidak diatur
secara khu ) permasalahan
ketidakhadiran salah sa v, 14 I | tersebut dapat

merujuk pada ketentua a pe engadilan Negeri, hal ini dapat

dan penggugat dihuku membayar biayanya, dengan tidak
mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi
biaya tersebut.

2. Pasal 149 RBg/ Pasal 125 ayat (1) HIR menjelaskan pula apabila pada

hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah

0 Endang Hadrian dan Lukman Hakim, Hukum Acara Perdata di Indonesia:
Permasalahan Eksekusi dan Mediasi, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), him. 28
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dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya,
maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila
ternyata menurut pengadilan negeri itu, gugatannya tidak mempunyai

dasar hukum atau tidak beralasan.

Hal diatas merupakan persoalan yang terjadi apabila salah satu pihak, baik itu
penggugat maupun tergugat tidak hadir pada pelaksanaan sidang pertama. Dari hasil
wawancara terhadap salah satu mediator yang bersertifikat di Pengadilan Negeri
Pekanbaru, menyebutkan bahwa kehadiran para pihak dalam proses pra mediasi
tergantung pada kesepakatan para pihak itu sendiri, apakah para pihak langsung
yang hadir padaproses mediasi atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Apabila para
pihak atau salah satu pihak diwakilkan oleh kuasa hukumnya yang sah dan hal
tersebut disepakati oleh para pihak maka proses mediasi dapat dilakukan. Namun
apabila salah satu pihak tanpa‘alasan yang, sahtidak hadir pada proses pra mediasi
yaitu pada sidang pertama dan sama sekali tidak mengirimkan wakilnya, hal ini

membuat proses mediasi tidak dapat dilakukan.5*

Dalam tahapan Pra mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak, apakah
dihadiri langsung oleh para pihak yang berperkara ataupun mengirimkan wakil nya,
Hakim Pemeriksa Perkara berkewajiban untuk menyampaikan kepada para pihak
untuk menempuh mediasi dan apabila terdapat Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak
memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak

melakukan mediasi, maka hakim telah melanggar ketentuan peraturan perundang-

61 Estiono, Op.cit, wawancara.
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undangan yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan, hal tersebut dipertegas
dalam Pasal 3 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan. Terdapat pengecualian juga terhadap beberapa perkara yang tidak

diperpanjang paling lama ja puluh) hari terhitung sejak berakhir
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Mediator atas permintaan para pihak dapat mengajukan permohonan
perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.

Para pihak yang hendak memilih mediator non hakim atau mediator di luar

pengadilan, maka harus dengan persyaratan adanya sertifikat mediator yang
84
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dimilikinya. Dan apabila para pihak tidak memilih mediator dan menyerahkannya
kepada hakim, maka hakim yang akan menunjuk mediator yang akan mediasi para

pihak yang berperkara.®?

Berikut ia awai pengadilan
di Peng
AS ISL4
E_RSH M
oW Ry
odi
N i n
1. & -
2. +wMH s
3. anis. ol -~ . - a
4. niigawargs-He S JL e
5. ilana Tanj
6. i ar H m
7. , S.H® | m
8. I .S im
9. r LA tera
Sumber: dio n 2020
PERMA No. a asal jelaskan bahwa setiap
mediator wajib memilik i roleh setelah mengikuti dan
dinyatakan lulus dalam pelatih si mediator. Di Pengadilan Negeri

Pekanbaru, mediator yang telah memiliki sertifikat mediator berjumlah 5 (lima)
orang yang terdiri dari 4 Hakim dan 1 Panitera, karena jumlah mediator yang

memiliki sertifikat mediator masih terbatas, Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru

62 |smail Rumadan, Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri, Puslitbang
Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, (Jakarta, 2017),
him. 79
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menunjuk 4 Hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator untuk menjalankan

fungsi mediator.

Setelah selesai menunjuk mediator, maka madiator akan diperkenalkan

SRR )

kepada para pik nda, untuk terlebih

dahulu diadakan n o ol
W ‘9 »
mediasi d ﬁ por sedur mediasi
yang telah Jﬂ : ﬂ mediator pada
proses med 5’
S| O
1) z- ra pihak untuk
g
2) Jﬁy a para pihak;
3) % “ etral dan tidak
X
4) huat ¢
5) " ertemuan dengan satu
6)

7) Mengisi formulir jadwal mediasi;

8) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan
permasalahan dan usulan perdamaian;

9) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan
berdasarkan skala prioritas;

10) Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
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a) Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak;

b) Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak;

dan

5, 5.8

iy disay yejepe il udwnyo(]

nenyj wejsy se)

“g\\\f\

3
@
o
5
2.
@
&
o
=
R\
.
(D

akhir proses

a.

perdamaian, wajib
merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan
ditandatangani kedua belah pihak yang berperkara dan mediator,
dimana hakim atas persetujuan para pihak yang berperkara dalpat
mengukuhkannya dalam bentuk akta perdamaian.

2. Para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas

kesepakatan perdamaian yang dicapai.
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3. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan

dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat

klausula pencabutan gugatan dan atau klausul yang menyatakan perkara

pemusnahan catatan mediasi sebelum sidang dibuka kembali dan

ditandatangani oleh mediator.

Penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi memegang peranan penting
dalam penyelesaian sengketa karena bisa menjamin keadilan dan keuntungan

bersama bagi kedua belah pihak jika mencapai kesepakatan. Di Indonesia, mediasi

88



sangat diutamakan di dalam proses pengadilan sebelum pemeriksaan pokok perkara

dilakukan.

Efektivitas mediasi terhadap sengketa bisnis, dapat dilihat dari kemampuan
mediator dalam membantu para pihak menemukan solusi penyelesaian terhadap
sengketa yang sedang dihadapi para pihak. Mengingat peran mediator yang sangat
penting dalam memberikan:rasa’ keadilan“bagicpara pihak yang berperkara.
Penalaran mediator dalam menemukan solusi penyelesaian antara para pihak yang
berperkara menjadi hal yang penting, sejalan dengan pandangan hukum progresif.

Menurut Satjipto Rahardjo hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang
radikal, maksudnya adalah agar hukum lebih berguna maka perlu untuk mengubah
sistem hukum (termasuk mengubah peraturan-peraturan hukum bila perlu),
terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan
kesejahteraan manusia. Dasar pemikiran tersebut.beranggapan bahwa hukum pada
prinsipnya adalah untuk manusia bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk
dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri
manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemulian manusia.®®

Mediator merupakan peran utama-yang menjalankan fungsi hukum yang
dimuat dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Mediasi sebagai suatu cara untuk mengatasi segala kerumitan masalah yang
dihadapi sedangkan hukum progresif adalah bukan hukum untuk hukum melainkan

hukum untuk memanusiakan manusia, bukan untuk menghukum manusia.

63 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta
Publishing, 2019, him. 5.
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Mediasi dalam pandangan hukum progresif adalah sebagai salah satu strategi

dalam memanusiakan manusia untuk menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan

manusia yang syarat dengan keinginan dan harapan dalam penyelesaian konflik

pihak, dan juga dapat memberikan ruang kepada para pihak melalui alternatif-
alternatif penyelesaian yang ditawarkan oleh mediator, oleh sebab itu hukum
progresif memandang bahwa mediasi adalah suatu cara yang sangat produktif,
kreatif, dan inovatif untuk memanusiakan manusia menjadikan hukum sebagai

sebuah institusi yang melayani dan membahagiakan manusia.
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Pandangan Hukum Progresif terhadap efektivitas proses mediasi sebagai
bentuk penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat diukur

dari kemampuan mediator dalam memahami pokok perkara yang sedang dihadapi

erdata lainnya.

encari solusi

serta kepastian hukum melalui putusan maupun penerapannya. Bernard L. Tanya
menegaskan bahwa, mediasi adalah cara paling beradab untuk menyelesaikan
konflik secara efektif, cepat dan mampu menjamin kepuasan para pihak yang

bersengketa.®*

64 Ismail Rumadan, Op.Cit, him. 115
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Namun pada realitasnya mediasi yang dilakukan mediator seringkali gagal,
sehingga menyebabkan kasus di Mahkamah Agung dari tahun ke tahun semakin

menumpuk. Dari hasil observasi yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri

Umum dikaitka : ; oroses mediasi,
yaitu media
dan keman i se , dala alitasnya b m bisa mewujudkan

semua itu.

penerapan m Pengadilan yang
biasanya men i IT nunjukkan bahwa,
mereka sungguh .sebagai mediator, bahkan
jika ada hakim ya .-a . akukan upaya damai melalui

mediasi maka sebaiknya ha nediasi dibe guran atau sanksi oleh pimpinan
pengadilan.®

Terkait dengan konteks pemaknaan mediator di Pengadilan Negeri Pekanbaru
terhadap Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, secara

garis besar para mediator di Pengadilan mengaku telah mengetahui dan memahami

65 Ahyar Parmika, Wawancara tentang Efektivitas proses Mediasi di Pengadilan Negeri
Pekanbaru, September 2021
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Perma Mediasi tersebut, para mediator relatif cukup baik dalam memaknai teks
mediasi tersebut, namun demikian, pada tataran implementasi kebijakan mediasi

dalam penanganan penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan, diperoleh hasil yang

hakim yang memiliki se diat ';_ i, Penga egeri  Pekanbaru,
dikarenaka G ¢ n at se egawai Pengadilan
Untuk dapa al : at mediator yang

diterbitkan ol Aguna, kewaj at mediator tersebut

banyaknya sidang perkara yang lainnya yang harus diselesaikan oleh hakim.%¢
Kendala utama dalam hal mediator hakim menyelesaikan sengketa pada tahap
mediasi adalah mediator hakim harus membagi waktu dengan tugas utamanya
dalam menyelesaikan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara, sehingga

terkadang kepentingan untuk melakukan mediasi dibatasi.

% Ibid
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Pada tataran pelaksanaannya sering dijumpai dalam persidangan bahwa,
hakim cenderung membatasi dirinya hanya untuk menyarankan para pihak untuk
berdamai, menyebabkan hakim mediator tidak maksimal untuk melakukan upaya
perdamaian, beberapa kasus..yang menunjukkan ada potensi untuk dapat
diselesaikan melalui forum mediasi, namun kurang maksimal peran mediator dari
unsur hakim sehingga kasus tersebut berlanjut ke Persidangan biasa.

Keberhasilan penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi di Pengadilan
Negeri Pekanbaru secara kuantitatif masih belum efektif dan belum mencapai hasil
yang memadai. Peran penting mediator dalam menyelesaikan sengketa bisnis, tidak
dapat dijadikan satu-satunya sebab suatu ' proses mediasi dapat efektif
menyelesaikan sengketa bisnis di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis juga dapat dilihat dari
ketidaktahuan pihak-pihak yang bersengketa terhadap peraturan yang mengatur
tentang proses mediasi yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan serta manfaat dari lembaga dading yaitu mediasi. Dari observasi yang
penulis lakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru,. sosialisasi mengenai proses
mediasi sebagaimana yang dimuat dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak pernah
dilakukan terhadap masyarakat luas, khususnya di kota Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara dengan mediator non hakim di Pengadilan Negeri
Pekanbaru masyarakat dianggap mengetahui PERMA No. 1 Tahun 2016 setelah di
berlakukan.®” Namun pada kenyataan, tidak semua masyarakat mengetahui tentang

prosedur mediasi serta manfaat dari proses mediasi itu sendiri sebagaimana yang

*Ibid
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diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan

oleh Pengadilan, menimbulkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman para pihak yang

berperkara terhadap tentang mediasi tersebut. Sosialisasi tentang keberadaan dan

mbuat mediasi
efektif dalz eles engketa.  Ada endukung dan
penghamb | sengketa bisnis,
diantaranya

1. Kemar

serta dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya, mediator diharapkan dapat
menjalankan perannya untuk menganalisis dan mendiagnosis sengketa yang ada.
Kemudian mendesain dan mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para
pihak mencapai suatu kesepakatan. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan seorang

mediator antara lain sebagai berikut:®®

8 Maskur Hidayat, op.cit. him. 90
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a. Melakukan diagnosis konflik;
b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan Kkritis para

pihak;
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solusi yang

yaitu;
c. Pertama Social Network Mediator adalah sebuah jalinan atau hubungan
sosial yang ada atau tengah berlangsung sebagai upaya untuk

mempertahankan keserasian atas hubungan baik dalam sebuah komunitas,

89 Susanti Adi Nugroho, Op.Cit, him. 224
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karena mediator maupun para pihak sama-sama menjadi bagian di

dalamnya.

d. Kedua Authoritative Mediator adalah mereka yang berusaha membantu

Selain itu, terdapat Sembilan keterampilan yang mesti dimiliki seorang

mediator, yaitu :"°

a. Kemampuan untuk memahami proses negosiasi dan peran advokasi:

79 1bid, him. 227
97



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

b. Kemampuan untuk melahirkan kepercayaan dan mempertahankan tanggung
jawab;

c. Kemampuan untuk mengubah posisi pihak-pihak kedalam kebutuhan dan

d.

e. kreatif;

f. Si prinsip dan

g. alternatif non-

h. pilihan khusus;

I. pakah perjanjian
2.  Itikad Bai

Tercapai atau ng dari itikad baik para

pihak untuk menyelesaika mediasi.”* Jika tidak ada itikad

baik dalam proses mediasi dari kedua belah pihak, kesepakatan tidak akan pernah
tercapai dan konflik pun tidak dapat terselesaikan. Sehingga, mediator tidak selalu
berhasil mencapai titik temu sehingga kompromi tidak tercapai. Dengan demikian

para pihak kemudian menempuh cara penyelesaian lainnya, seperti melalui

"1 Fajar Sugianto dkk, Idealisasi Sifat Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa melalui
Mediasi, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 3 No. 2, Agustus 2020, him. 260
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pengadilan. Disamping itu, kepatuhan para pihak dalam menaati kesepakatan yang
dibuat dan pengaruh mediator dalam proses mediasi sangat mempengaruhi

kesepakatan yang akan dicapai oleh pihak-pihak yang bersengketa.

lainnya ada at tersebut d ) biaya perkara

mediasi. Apabila tergug takan tidak beritikad aka akan dikenai

perdamaian. Proses mediasi yang berkualitas dapat meningkatkan keberhasilan

mencapai kesepakatan damai.

3. Faktor Sosial dan Psikologis Para Pihak
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Kondisi sosial dan psikologis para pihak menentukan akan keberhasilan
mediasi. Kemampuan mediator yang baik jika tidak didorong dengan kondisi sosial

dan psikologis para pihak yang kondusif, tetap bisa melahirkan hasil mediasi yang

penting, ya

bagi para p

oleh kondis

ruangan tidak terlalu luas, ruangan yang digunakan untuk pertemuan bersama, ruang
kaukus dan ruang tunggu digabungkan menjadi satu dan tidak ada pemisahan
ruangan. Tidak terdapat komputer dan printer, serta lemari di ruangan mediasi, dan

lampu yang tidak terlalu terang, dan terdapat daftar mediator di ruangan mediasi

21dik Saeful Bahri, op.cit. him. 16
73 Susanti Adi Nugroho, Op.Cit, him. 229
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dengan tujuan untuk memudahkan para pihak untuk memilih mediator sesuali

keinginan para pihak.
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A.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULALD

. Faktor Sosial dan Psikoloc a pihak; dan

d. Faktor Sarana dan Prasarana yang mendukung
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B.

SARAN

1. Disarankan terhadap Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengadakan

sosialisasi tentang pentingnya mediasi kepada para pihak yang berperkara
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